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Penelitian ini berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Nagari 
Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 Tentang 
Pelaksanaan Jasa Pengurusan Administrasi Uang Lompek Paga Dalam 
Pernikahan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Situjuah Gadang 
Kecamatan Situjuah Limo Nagari 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Nagari Situjuah 
Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 Tentang Pelaksanaan Jasa 
Pengurusan Administrasi Uang Lompek Paga dalam pernikahan pada masyarakat 
adat Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Lompek 
paga adalah sebuah pembayaran bagi seorang laki-laki dari luar yang ingin 
menikahi gadis yang berada di Jorong Padang Kuniang dengan sejumlah uang 
yang telah ditentukan. Pembayaran uang lompek paga ini wajib dibayar oleh 
mempelai laki-laki. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang 
Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada 
masyarakat adat Jorong Padang Kuniang, dan bagaimana tinjauan hukum Islam 
mengenai pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang 
Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada 
masyarakat adat Jorong Padang Kuniang. Tujuan dilakukannya penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari 
Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan 
administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang, dan untuk mengetahui 
tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lompek paga tersebut. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yang berlokasi di 
Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo 
Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 
Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22. Objek 
penelitian ini adalah pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah 
Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan 
administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang. Adapun total populasi 
penelitian ini berjumlah 12 orang. Sumber data penelitian ini ialah sumber data 
primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, 
wawancara, dan studi kepustakaan dengan menggunakan teknis analisis data 
deskriptif kualitatif. 
Adapun hasil penelitian ini jika ditinjau dengan hukum Islam tentang 
pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 
Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada 
masyarakat adat Jorong Padang Kuniang tersebut maka termasuk ke dalam ‘urf 
shahih karena pelaksanaan lompek paga ini tidak bertentangan dengan hukum 
Islam dan banyak menimbulkan maslahah bagi masyarakat setempat. Hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan tradisi lompek paga 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah terlepas dari adanya 
peran orang lain dalam menjalani kehidupannya, artinya kehidupan seorang 
manusia tanpa ada orang lain akan terasa hampa tidak berarti. Oleh karena itu 
Allah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan agar masing-
masing dapat melengkapi. Hal demikian dapat dilihat dalam firman Allah : 
ÏΒ uρ Èe≅à2 > ó x« $ oΨ ø)n=yz È ÷y` ÷ρy— ÷/ ä3ª=yè s9 tβρã ©.x‹s? ∩⊆∪    
Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu mengingat kebesaran Allah.”
1
 
Dalam surah az-Zariyat di atas, dijelaskan bahwa segala sesuatu yang 
ada dibumi ini memiliki pasangannya, dan dalam ayat ini menjelaskan 
pasangan secara umum (bukan hanya manusia tapi termasuk tumbuh-
tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya yang ada di bumi ini). 
Pernikahan dalam Islam dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan 
atas dasar kerelaan, bukan paksaan.
2
 Prinsip pernikahan dalam Islam adalah 
untuk selama hidup, bukan untuk sementara. 
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 Departemen Agama Islam RI,  al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), 






 Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara 
seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan persetubuhan, tapi Allah 
menyebutkan pernikahan itu adalah mitsaqol gholizon (janji yang erat).
3
 
 Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya 
dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan 
keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara 
suami dengan istrinya, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga 
dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan 




 Perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, perlu diatur 
dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan 
tercapai.Syarat-syarat dan rukun perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila 
tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan 
dalam kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah. 
 Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu 
bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan 
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adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi 
terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat 
terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-
istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga 
menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, 
kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan 
keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan 
larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya 
(ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu’amalah) dalam 
pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.
5
 
 Dalam masyarakat hukum daerah (teritorial). Perkawinan itu 
merupakan lembaga masyarakat yang memungkinkan peralihan status orang 
luar menjadi anggota masyarakat persekutuan hukum dan memikul kewajiban 
untuk kesejahteraan masyarakat persekutuan hukum tersebut.
6
 
 Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu proses pernikahan tidak akan 
terlepas dari suatu peraturan daerah setempat yang berlaku, karena pernikahan 
merupakan suatu budaya yang juga mengikuti perkembangan budaya manusia 
itu sendiri yang pastinya masih berada dalam lingkup kemasyarakatan. Seperti 
yang berlaku dalam peratiran Nagari pada masyarakat Jorong Padang Kuniang 
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Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 
Lima Puluh Kota. 
 Masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang 
Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota penduduknya 
mayoritas Islam yang berpegang teguh kepada adat Minangkabau dan 
peraturan Nagari setempat. Di dalam peraturan Nagari di Jorong Padang 
Kuniang ini, terdapat pembayaran uang lompek paga bagi calon mempelai 
laki-laki dari luar daerah Jorong Padang Kuniang yang ingin menikahi 
perempuan yang berada di dalam wilayah Jorong Padang Kuniang tersebut.
7
 
 Lompek paga adalah sebuah pembayaran bagi seorang laki-laki dari 
luar yang ingin menikahi gadis yang berada di Jorong Padang Kuniang 
Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari dengan 
sejumlah uang yang telah ditentukan. Pembayaran yang diberikan oleh 
seorang laki-laki tersebut akan diberikan kepada Nagari. Apabila pembayaran 
lompek paga tersebut tidak di bayar oleh seorang laki-laki tersebut, maka 
tidak dikeluarkan surat keterangan pernikahannya dan tidak terjadilah 
perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut.
8
 
 Contohnya, seorang laki-laki yang bernama Andi berasal dari 
Pekanbaru, laki-laki ini berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Ayu 
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 Datuak Tungga Nan Hitam, Tokoh Adat Setempat, wawancara, di Jorong Padang Kuniang, 






berasal dari Jorong Padang Kuniang. Setelah lama berkenalan mereka 
mengambil keputusan untuk menikah. Lalu Andi pergi kerumah Ayu untuk 
melamar. Karena Andi tidak warga Jorong Padang Kuniang, maka Andi harus 




 Adapun orang yang tidak mentaati peraturan Nagari mengenai 
pembayaran yang lompek paga ini, sanksinya yaitu pihak kantor Wali Nagari 
tidak bisa mengeluarkan surat keterangan izin menikah mereka sewaktu 
mengurus surat-surat nikah di kantor Wali Nagari.
10
 
 Pembayaran uang lompek paga ini sampai sekarang masih diatur oleh 
peraturan Nagari di Jorong Padang Kuniang. Karena pembayaran uang 
lompek paga adalah syarat pelaksanaan pernikahan pada masyarakat di Jorong 
Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo 
Nagari. 
 Berdasarkan dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 
lanjut dalam sebuah karya ilmiyah yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 
Uraian Nomor 22 Tentang Pelaksanaan Jasa Pengurusan Administrasi 
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 Ondrizal, Wali Jorong Padang Kuniang, wawancara (via telepon), di Jorong Padang 





Uang Lompek Paga Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Adat 
Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari. 
B. Batasan Masalah 
 Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan jasa pengurusan administrasi 
uang lompek paga dalam pernikahan pada masyarakat adat Jorong Padang 
Kuniang.  
C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang diatas, maka 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah 
Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan 
administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan lompek paga 
terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian 
nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat 
Jorong Padang Kuniang? 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian ialah: 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan 
Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 






b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan lompek 
paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 
2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada 
masyarakat adat Jorong Padang Kuniang 
2. Kegunaan Penelitian ialah: 
a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam 
pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan lompek paga 
terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 
uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada 
masyarakat adat Jorong Padang Kuniang, baik bagi kalangan 
intelektual maupun orang awam. 
c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis tentang tinjauan hukum 
Islam tentang pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari 
Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa 
pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang 
Kuniang. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini merupakan Hukum Islam sosiologis yuridis yang 





research) yang dilaksanakan di Jorong Padang Kuniang Kenagarian 
Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Sebagai subjek dalam penelitian ini ialah orang yang terlibat dalam 
pelaksanaan pembayaran uang lompek paga dalam administrasi 
pernikahan pada masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian 
Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari, yang terdiri dari 
kepala kantor Wali Nagari, Niniak Mamak, dan mempelai laki-laki. 
b. Sebagai objek dalam penelitian ini ialah pelaksanaan pembayaran 
uang lompek paga dalam administrasi pernikahan pada masyarakat di 
Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan 
Situjuah Limo Nagari. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri 
atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.
11
 Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, 
peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk 
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 Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang 
terdiri dari 1 orang kepala kantor Wali Nagari, 2 orang niniak mamak, 
9 mempelai laki-laki di Jorong Padang Kuniang yang terlibat dalam 
pelaksanaan pembayaran uang lompek paga dalam administrasi 
perkawinan pada masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian 
Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari. 
b. Sampel  
 Sampel merupakan suatu faktor penting yang perlu 
diperhatikan dalam penelitian yang kita lakukan. Sampel penelitian 
mencerminkan dan menentukan seberapa jauh sampel tersebut 
bermanfaat dalam membuat kesimpulan peneliti. Sampel merupakan 
suatu bagian dari populasi.
13
 Jadi karena populasi sedikit maka 
penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. 
4. Sumber Data 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 
melalui wawancara, data dari kantor Wali Jorong, kantor Wali Nagari, 
observasi, dan orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembayaran 
uang lompek paga dalam administrasi pernikahan pada masyarakat di 
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Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan 
Situjuah Limo Nagari. 
b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah 
penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, 
tesis dan disertasi. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke 
Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan 
Situjuah Limo Nagari untuk mendapatkan gambaran secara nyata 
tentang permasalahan yang diteliti. 
b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis 
kepada kepala kantor Wali Nagari, mempelai laki-laki dan Niniak 
Mamak dalam pelaksanaan pembayaran uang lompek paga tersebut. 
c. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang 
ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. 
6. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara 
deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis 





dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan 
akhirnya. 
7. Teknik Penulisan 
a. Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara 
utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun 
sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
b. Deduktif, adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan 
menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil 
kesimpulan secara khusus. 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan 
gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini mecakup latar belakang 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun 
yang dibahas dalam bab ini adalah hukum Islam tentang 
perkawinan secara umum dan diskusi tentang pembayaran uang 
lompek paga dalam administrasi perkawinan pada masyarakat di 
Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan 





BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, yaitu Jorong 
Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah 
Limo Nagari. Bab ini meliputi tentang keadaan geografis, keadaan 
penduduk, pendidikan penduduk, mata pencaharian penduduk, 
agama dan budaya masyarakat.  
BAB III TINJAUAN TEORITIS. Bab ini akan membahas tentang 
peminangan dalam Islam, diantaranya pengertian peminangan, 
dasar hukum peminangan, syarat dan rukun peminangan, tujuan 
peminangan. Membahas tentang perkawinan dalam Islam, 
diantaranya pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, 
rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan. 
Membahas tentang ‘urf, diantaranya pengertian ‘urf, pembagian 
‘urf, dan kedudukan ‘urf sebagai dalil syara’. Dan juga bab ini 
akan membahas tentang Maslahah. 
 BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab ini akan membahas tentang 
pelaksanaan lompek paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah 
Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa 
pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang 
Kuniang, dan tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan lompek 
paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 
2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada 










GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 
A. Keadaan Geografis 
Jorong Padang Kuniang merupakan sebuah jorong/desa yang telah ada 
sejak lama di bawah pengelolaan pemerintahan daerah Kenagarian Situjuah 
Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. 
Jorong Padang Kuniang letaknya tidak jauh dari kantor Camat 
Situjuah Limo Nagari, tetapi jarak Jorong Padang Kuniang dengan Ibukota 
Kabupaten lumayan jauh. Jarak Jorong Padang Kuniang dengan kantor Camat 
adalah 1 KM sekitar 4 menit perjalanan, dan jarak dari Ibukota Kabupaten 
Lima Puluh Kota adalah 20 KM sekitar 30 menit perjalanan, serta jarak 
Jorong Padang Kuniang dengan Ibukota Provinsi adalah 143 KM sekitar 4 
jam 30 menit perjalanan. Sedangkan mengenai batas wilayah jorong Padang 
Kuniang sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Sago 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jorong Koto Baru 
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Situjuah Gadang 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Bandar Dalam
14
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 Ifdal Nasir, Wali Jorong Padang Kuniang, wawancara, di Jorong Padang Kuniang, pada 





Sedangkan mengenai iklim jorong Padang Kuniang tidak jauh berbeda 
dengan yang lainnya yaitu dengan iklim tropis. 
B. Keadaan Penduduk 
Penduduk merupakan orang yang secara hukum berhak tinggal di 
daerah tersebut, dengan kata lain yang mempunyai surat resmi untuk tinggal 
di daerah itu. Dalam sosiologi, penduduk ialah kumpulan manusia yang 
mempunyai wilayah geografi tertentu. 
Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam 
masalah social ekonomi penduduk khususnya. Karena disamping berpengaruh 
terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap 
kondisi sosial ekonomi suatu daerah.
15
 Oleh karena itulah maka proses 
pembangunan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu 
bangsa dengan demikian penduduk adalah investasi yang sangat menentukan 
terhadap kemajuan pembangunan. Untuk itu tingkat perkembangan sangat 
penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Berdasarkan data 
tahun 2018, jumlah penduduk Jorong Padang Kuniang pada saat ini berjumlah 
1.416 jiwa dengan 350 KK (kepala keluarga). Untuk mengetahui kondisi 
penduduk Jorong Padang Kuniang dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah 
ini: 
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Kondisi Penduduk Jorong Padang Kuniang Berdasarkan Umur Dan Jenis 
Kelamin 
NO Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 0-5 tahun 90 70 160 
2 6-10 tahun 160 180 340 
3 11-15 tahun 62 69 131 
4 16-20 tahun 115 120 235 
5 21-55 tahun 200 219 419 
6 56 tahun ke atas 81 50 131 
 Jumlah 708 708 1.416 
Sumber data: Statistik Kantor wali nagari Kenagarian Situjuah Gadang tahun 201816 
  Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk Jorong Padang Kuniang 
adalah 1.416 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 708 jiwa dan 
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C. Pendidikan Penduduk 
Pendidikan merupakan tolak ukur maju tidaknya suatu masyarakat, 
artinya semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan suatu masyarakat semakan 
tinggi pula kemajuan yang dapat dipermukiman tersebut. Dan semakin rendah 
tingkat pendidikannya maka semakin rendah juga kemajuannya. Sehingga jika 
suatu komunitas masyarakat ingin maju dan berkembang secara baik 
pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya (SDM) harus 
diperbaiki, dibina dan dikembangkan secara sungguh-sungguh. 
Dalam suatu masyarakat tingkat pendidikan sangat menentukan 
terhadap lajunya arus perkembangan pembangunan yang dilakukan, dengan 
tingkat pendidikan yang memadai dari individu akan menambah sumber daya 
manusia yang berkualitas, karena sumber daya manusia merupakan faktor 
penting dalam proses pembangunan selain sumber daya alam. Apabila tingkat 
pendidikan dalam suatu masyarakat sangat tinggi maka tingkat pendidikan yang 










Tabel II. 2 
Tingkat Pendidikan Masyarakat Jorong Padang Kuniang Kenagarian 
Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh 
Kota 
NO PENDIDIKAN JUMLAH 
1 Perguruan Tinggi 30 
2 SLTA/Sederajat 176 
3 SLTP/Sederajat 120 
4 SD 355 
 Jumlah 681 
Sumber data: Kantor wali nagari Kenagarian Situjuah Gadang tahun 2018
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Sarana pendidikan yang terdapat di Jorong Padang Kuniang telah ada 
yaitu: PAUD, TK, SDN, MDA. Sementara untuk tingkat SLTP dan SLTA belum 
ada, karena itu banyak anaknya yang sekolah di luar Jorong Padang Kuniang. 
Sarana pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam menunjang keberhasilan 
peserta didik dalam memahami dan mempelajari disiplin ilmu. Selain itu sarana 
pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menunjang lancarnya proses 
belajar mengajar. Adapun mengenai pendidikan yang ada di Jorong Padang 
Kuniang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 







Tabel II. 3 
Sarana Pendidikan Di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah 
Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota 
NO SARANA PENDIDIKAN JUMLAH 
1 PAUD 1 buah 
2 TK 1 buah 
3 SDN 2 buah 
4 MDA 1 buah 
 Jumlah 5 buah 
Sumber data: Kantor wali nagari Kenagarian Situjuah Gadang tahun 2018
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendidikan PAUD 
(Pendidikan Usia Dini) di Jorong Padang Kuniang adalah 1 buah, TK (Taman 
Kanak-kanak) adalah 1 buah, SDN (Sekolah Dasar Negeri) berjumlah 2 buah, 
dan MDA adalah 1 buah. Jadi total keseluruhan berjumlah 5 buah.  
D. Mata Pencaharian Penduduk 
Berdasarkan penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat 
perekonomian masyarakat Jorong Padang Kuniang ada yang golongan atas, 
menengah, dan golongan bawah. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai 
petani. Namun demikian sebagian masyarakat ada juga yang hidup sebagai 







pegawai negeri, pedagang, petani, jasa. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel 
di bawah ini: 
Tabel II.4 
Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Jorong Padang Kuniang Kenagarian 
Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagri Kabupaten Lima Puluh 
Kota 
NO JENIS MATA PENCAHARIAN JUMLAH 
1 Pegawai Negeri 56 
2 Pensiun 60 
3 Pedagang 110 
4 Petani 327 
5 Jasa 11 
 Jumlah 564 
Sumber data: Kantor wali nagari Kenagarian Situjuah Gadang tahun 2018
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Dari data di atas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Jorong 
Padang Kuniang lebih banyak yang bertani yaitu sebanyak 327 orang. 
Sedangkan profesi yang paling jarang adalah jasa sebanyak 11 orang. 
 







E. Agama dan Budaya Masyarakat 
Agama merupakan salah satu faktor yang memberikan arah dan makna 
bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Agama juga di akui sebagai salah 
satu bahkan satu-satu sumber nilai, baik moral maupun spiritual yang 
memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar serta paling 
tinggi harganya bagi setiap jenjang kehidupan manusia. Agama juga mampu 
memberikan motivasi hidup dan penghidupan serta merupakan alat 
pengembangan dan pengendalian diri yang sangat penting. Oleh karena itu, 
agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia dalam 
kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga ia dapat 
menjadi manusia yang utuh. Penduduk yang ada di Jorong Padang Kuniang 
seluruhnya menganut agama Islam. Adapun jumlah sarana tempat ibadah di 













Tabel II. 5 
Sarana Ibadah Di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang 
Kecamatan Situjuah Limo Nagadri Kabupaten Lima Puluh Kota 
NO SARANA IBADAH JUMLAH 
1 Masjid 1 
2 Mushallah 2 
 Jumlah 3 
Sumber data: Kantor wali nagari Kenagarian Situjuah Gadang tahun 2018
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sarana tempat ibadah di 
Jorong Padang Kuniang yaitu Masjid ada 1 buah, dan Mushallah ada 2 buah. 
Jadi jumlah keseluruhannya adalah 3 buah. 
Uraian kegiatan keagamaan masyarakat adalah sebagai berikut:
21
 
1. Masjid itu merupakan tempat kegiatan keagamaan seperti shalat lima 
waktu, shalat jum’at, acara-acara besar seperti Maulid Nabi, Isra’ Mi’rad, 
MTQ, khatam al-Qur’an dan mengadakan kegaiatan agama lainnya pada 
bulan Ramadhan. 





 Yudi, Pengurus Masjid Jorong Padang Kuniang, wawancara, di Jorong Padang Kuniang, 





2. Mushallah merupakan tempat kegiatan keagamaan masyarakat seperti 
shalat lima waktu, shalat jum’at, dan tempat dimana masyarakat 
bermusyawarah. 
Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat yang 
dapat digunakan untuk melindungi manusia dari ancaman atau bencana alam. 
Di samping itu kebudayaan dapat dipergunakan untuk mengatur hubungan 
dan sebagai wadah segenap manusia sebagai anggota masyarakat. 
Masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang 
sangat memegang kebudayaan yang ditandai dengan adanya suku. Suku ialah 
suatu kesatuan masyarakat, dimana anggota-anggotanya satu sama lain merasa 
berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan 
mereka. Orang-orang yang sesuku adalah satu keturunan menurut garis 




Adapun nama-nama suku di Jorong Padang Kuniang Kenagarian 
Situjuah Gadang: 
1. Suku Melayu 
2. Suku Caniago 
3. Suku Sikumbang 
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 Anwar Chairul, Hukum Adat Di Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau, (Jakarta: 









Walaupun masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah 
Gadang ini memiliki berbagai suku akan tetapi dalam kebudayaan atau adat 
yang berlaku tetap sama tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku 
lainnya. 
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 Rangkayo Muliah, Tokoh Adat Setempat, wawancara, di Jorong Padang Kuniang, pada 




TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN 
KAJIAN USHUL FIQH ‘URF DAN MASLAHAH 
A. Peminangan  
1. Pengertian Peminangan 
Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata 
kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa 
arab disebut “khitbah”. Secara bahasa meminang atau melamar artinya 
meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang 
lainnya). Sedangkan menurut istilah peminangan adalah “kegiatan 
upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria 
dengan seorang wanita”24. 
Secara terminologi peminangan adalah, “permintaan seorang 
laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan 
yang berda di bawah perwakilan seseorang untuk dikawini, sebagai 
pendahuluan nikah”.25 
Peminangan atau khitbah sebagaimana pendahuluan 
pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak 
(suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya.26 
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25 Alhamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 
cet. ke-1, hlm. 31 
 
26 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-





Peminangan menurut hukum adat adalah permintaan yang 
berlaku dalam bentuk pertanyaan kehendak dari suatu pihak ke pihak 
lainnya untuk tujuan mengadakan ikatan perkawinan.27 
2. Dasar Hukum Peminangan 
Dalam al-Qur’an dan dalam banyak hadist Nabi yang membahas 
tentang peminangan, tetapi tidak ditemukan secara jelas dan terarah 
adanya perintah atau larangan untuk melakukan peminangan, 
sebagaimana perintah untuk melakukan perkawinan dengan kalimat 
yang jelas, baikdalam al-Qur’an maupun hadist Nabi. 
Jumhur fuqoha’ mengatakan bahwa hukum meminang adalah 
boleh, baik terhadap gadis ataupun janda yang telah habis masa 
‘iddahnya. 
Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 235, yang berbunyi: 
Ÿωuρ y $ oΨã_ öΝä3ø‹ n=tæ $ yϑŠÏù ΟçGôÊ § tã ÏµÎ/ ô ÏΒ Ïπ t7ôÜ Åz Ï !$|¡ ÏiΨ9 $# ÷ρr& óΟ çF⊥ oΨò2r& 
þ’Îû öΝä3Å¡ àΡr& 4 zΝÎ=tæ ª! $# öΝä3¯Ρr& £ßγ tΡρã ä.õ‹ tGy™  Å3≈ s9 uρ āω £ èδρß‰Ïã#uθ è? # …Å  Hω Î) 
βr& (#θä9θ à)s? Zω öθ s% $ ]ùρã ÷è ¨Β 4 Ÿωuρ (#θ ãΒ Ì“ ÷ès? nοy‰ø)ã Çy% x6ÏiΖ9 $# 4®L ym x!è=ö6 tƒ 
Ü=≈tF Å3ø9 $# … ã& s#y_ r& 4 (# þθ ßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# ãΝn=÷ètƒ $ tΒ þ’ Îû öΝä3Å¡ àΡr& çνρâ‘x‹÷n $ sù 4 
(# þθ ßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©!$# î‘θàxî ÒΟŠÎ=ym ∩⊄⊂∈∪     
Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-
wanita itu dengan sindiran atau kamu 
Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) 
dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan 
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menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah 
kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara 
rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada 
mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu 
ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum 
habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah 
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka 
takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.
28 
Hukum meminang adalah haram apabila ada penghalang 
syar’i, baik haram untuk dinikahi sementara maupun untuk selamanya, 
dan haram meminang perempuan yang masih dalam pinangan orang 
lain (laki-laki) atau meminang perempuan yang masih istri orang. 
3. Syarat dan Rukun Peminangan 
Ada dua macam yang disyaratkan dalam meminang, yaitu 
syarat mustakhsinah dan syarat lazimah yaitu: 
a. Syarat mustakhsinah 
Yaitu syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki 
yang akan meminang seorang perempuan, agar dia meneliti lebih 
dahulu perempuan yang akan dipinangnya tersebut. Syarat ini 
tidaklah wajib untuk dipenuhi atau dilakukan hanya saja berupa 
syarat anjuran dan kebisaan baik saja. 
Adapun yang termasuk kepada syarat mustakhsinah adalah: 
a) Wanita yang dipinang adalah sekufu dengan laki-laki yang 
akan meminangnya. 
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b) Wanita yang dipinang hendaklah seorang yang banyak 
memberikan keturunan, kebahagiaan maka keharmonisan 
dalam keluarga akan terwujud. 
c) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah tidak ada hubungan 
darah dengan laki-laki yang meminangnya. 
d) Wanita yang dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai 
kesabaran dan mempunyai sifat kasih sayang. Yaitu seorang 
wanita yang bisa menjaga kecintaannya terhadap suami, begitu 
juga sebaliknya. Selain itu juga harus menjaga keridhoan dari 
suaminya. 
e) Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, halus budi pekerti, 
dari wanita yang akan dipinang. 
f) Wanita yang dipinang itu hendaknya cerdas dan kreatif, serta 
menjaga kehormatannya. 
g) Wanita yang akan dipinang itu taat beragama dan berakhlak 
mulia. 
b. Syarat Lazimah 
Yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan 
dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada syarat-syarat 
lazimah ini. 





a) Tidak ada halangan syar’i yang menyebabkan larangan 
dilangsungkannya perkawinan. Adapun yang dimaksud 
dengan halangan syar’i adalah bahwa adanya larangan nikah 
yang telah ditentukan oleh syari’at Islam, seperti wanita itu 
memang tidak boleh dinikahi (mahram), baik untuk 
sementara waktu ataupun selamanya, atau sudah ada laki-laki 
yang meminang wanita itu terlebih dahulu, mak wanita itu 
tidak boleh dipinang. 
b) Tidak dalam pinangan laki-laki lain secara sah. 
c) Wanita yang dipinang itu hendaknya tidak dalam masa iddah. 
Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a) Tidak dalam pinangan orang lain. 
b) Pada waktu pinangan tidak ada penghalang syar’i yang 
melarang dilangsungkannya pernikahan. 
c) Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj’i 
d) Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba’in, 




                                                          





4. Tujuan Peminangan 
Tujuan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan 
perkawinan yang diadakan sesudah itu karena dalam peminangan itu 
kedua belah pihak saling mengenal satu sama lainnya.  
B. Perkawinan dalam Islam 
1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa 
Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Secara arti kata 
nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad30. 
Menurut Abdul Rahman Al-jaziri: nikah adalah “senggama atau 
berkumpul”.31 Dalam kamus Bahasa Indonesia ditemukan bahwa kata 
nikah dengan kawin merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi 
mengandung makna yang sama. 
Menurut ahli ushul Fiqh arti nikah terdapat tiga macam 
pendapat, yakni:32 
a) Menurut asli ushul fiqh golongan Hanafi, arti aslinya adalah 
setubuh dan menurut arti Majazi (metaphoric) adalah akad yang 
dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. 
                                                          
30 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat 
Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-3, hlm. 36. 
 
31 Abu Bakr Al-Jazairi, Ensiklopedia Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2002), cet. ke-4, hlm. 
574. 
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b) Menurut ahli golongan Syafi’i, nikah menurut arti aslinya adalah 
akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelaminan antara 
pria dan wanita, sedangakn menurut majazi adalah setubuh. 
c) Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan 
sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, 
bersyarikat artinya antara akad dan setubuh. 
Secara istilah kata nikah adalah akad yang menghalalkan 
pergaulan laki-laki dan perempuan. Dalam kamus Bahasa Indonesia 
disebutkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan 
perempuan bersuami istri dengan resmi. 
Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 
1 diterangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-
laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa.33 
Menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah 
aqad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.34 
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Dari pengertian di atas dapat di artikan bahwa pernikahan 
adalah ikatan yang menghalalkan perempuan dan laki-laki 
bersenggama untuk mendapatkan pahala dan keredhoan dari Allah 
SWT. 
2. Dasar Hukum Perkawinan 
Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur 
hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut 
penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban 
yang berhubungan dengan dengan akibat perkawinan tersebut. 
Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. 
Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-
tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan 
bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Apa yang 
telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai 
dengan pernyataan Allah dalam al-Qur’an.35 Firman Allah Swt. QS. 
az-Zariyat: 49 yang berbunyi: 
ÏΒ uρ Èe≅à2 > ó x« $ oΨø)n=yz È ÷y` ÷ρy— ÷/ ä3ª=yès9 tβρã ©.x‹s? ∩⊆∪     
                                                          






Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 
supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.36  
Dan juga terdapat dalam surah ar-Rum ayat 21, yang berbunyi: 
 FۡHَِو  ِKِL َٰNاَءٓۦ  SَTَUََو VَWXَۡYِإ ْا\ُٓ^_ُ ۡ` َLِّY VUٗ َٰوَۡزأ eۡ_ُ ِ` ُfgَأ Fۡ ِّH e_َُY hََijَ َۡنأ
 َنوlَُّ_َfَLَN ٖم\َۡpِّY qٖ َٰNٓrَ sَِY َٰذ uِv َِّنإ ًۚyzَ{َۡرَو ٗة َّد\َ َّH e_َُ^Xَۡ 
Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan 
di jadikan-nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir”.37 (QS. Ar-Rum [30]: 21) 
 
Dari dalil di atas, terdapat pemahaman bahwa Allah Swt. telah 
menciptakan pasangan dari jenisnya masing-masing, hal ini dilakukan 
agar penciptaan pasangan tersebut merupakan suatu bentuk kekuasaan 
atau tanda dari kebesaran Allah Swt. 
Adapun hadis Nabi mengatakan: 
 ٍد\ْTُ ْ` Hَ Fِْ ِالله ِْَ Fْَ -  ُKْ^ َ ُالله uََِر-  َّiَ ِالله ُل \ْَُر Vَ^َY َلVَ : َلVَ
 ِَv ,ْج َّوََLَXiَْv َةَءVَYْا eُ_ُْ^ Hِ َع VََLْا FِHَ ِبVَ َّYا lََTْHَ VَN) : eََّiََو KِXَْiَ ِالله
 ْlَfiِْY Fُَ{َْأَو,lِََiِْY ُّََأ ُKَّg ُKَY ُKَّgِَv ,ِم\ْ َّYVِ KِXَْiTََv ْَِL ْ` َN eَْY FْHََو,ِج
KXi hfLH .(ءVUَِو 
Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda kepada kami, “Wahai kaum muda. Siapa di antara 
kalian yang mempunyai biaya pernikahan maka menikahlah. 
Sesungguhnya pernikahan lebih bisa menjaga pandangan,  
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lebih memelihara kemaluan. Siapa yang tidak memilikinya 
(tidak mampu) maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya 
puasa merupakan perisai baginya.” (HR. Muttafaq 
‘Alaih)".38 
Menurut Undang – Undang Perkawinan tahun 1974. Landasan 
hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2)  UU 
Perkawinan yang rumusannya : 
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap–tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan–peraturan, pereundang–
undangan yang berlaku.”
39 
Menurut Kompilasi Hukum Islam. Dasar perkawinan dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa: 
“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 
yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah 
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan 
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, dan rahmah.” 
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun dan syarat merupakan suatu keharusan di antaranya 
dalam perkawinan. Ketika rukun dan syarat tidak ada sama sekali atau 
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39 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), cet. 





sebahagiannya, maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Ketika 
rukun dan syarat terpenuhi, maka perlunya memperhatikan syarat-
syarat dan rukun perkawinan tersebut, sehingga perkawinan yang 
dilaksanakan memperoleh keridhoan dan keberkatan dari Allah SWT. 
Adapun syarat dan rukun perkawinan sebagai berikut: 
Rukun pernikahan yaitu sesuatu yang mesti ada yang 
menentukan sah atau tidaknya suatu penikahan. Adapun rukun nikah 
adalah: 
1) Mempelai laki-laki dan syarat-syaratnya adalah: 
Syarat bagi pengantin laki-laki 
a. Tidak di paksa atau terpaksa 
b. Tidak dalam ihram haji atau umrah 
c. Islam 
2) Mempelai perempuan dan syarat-syaratnya adalah: 
Syarat bagi pengantin perempuan 
a. Bukan perempuan yang dalam iddah 
b. Bukan dalam ikatan perkawinan dengan orang lain 
c. Antara laki-laki dan perempuan bukanlah muhrim 
d. Tidak dalam ihram haji atau umrah 
e. Bukan perempuan musyrik 
3) Wali dan syarat-syaratnya adalah: 







c. Baligh dan berakal 
d. Merdeka dan bukan seorang hamba sahaya 
e. Bersifat adil 
4) Dua orang saksi dan syarat-syaratnya adalah: 
Syarat bagi seorang saksi 
a. Laki-laki 
b. Beragama islam 
c. Akhil Baligh 
d. Mendengar 
e. Bisa berbicara dan melihat 
f. Waras (berakal) dan adil.40 
5) Shigat ijab kabul.41 
a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah 
pihak 
b. Akad dilakukan sendiri oleh wali 
c. Kabulnya diucapkan sendiri oleh calon suami. 
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 
Ada beberapa tujuan dari disyari’atkan  perkawinan atas umat 
Islam. Diantaraya adalah: 
a. Beribadah kepada Allah Swt. 
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b. Untuk mendapatkan keturunan bagi melanjutkan generasi yang 
akan datang. Hal ini terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 1, yang 
berbunyi: 
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ “Ï% ©!$# /ä3s)n=s{ ÏiΒ <§ø¯Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ t, n=yzuρ 
$ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω%y` Í‘ # Z ÏW x. [ !$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# “Ï%©!$# 
tβθ ä9 u !$|¡s? Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘F{ $#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n=tæ $ Y6ŠÏ%u‘ ∩⊇∪     
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari 
padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada 
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu”.42 
c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan 
hidup dan rasa kasih sayang. 
d. Untuk menjaga diri dari pandangan mata dari segala sesuatu yang 
berbau maksiat dan sebagainya. Juga mencegah terjadinya 
perzinahan yang sangat di benci Allah Swt.  
Adapun hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu 
adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak 
diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada 
kerusakan seksual. 
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C. ‘Urf/ al-‘Adah 
1. Pengertian ‘Urf 
‘Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra’, dan fa’ 
yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang dikenal), 
ta’rif (defInisi), kata ma’ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 
‘urf (kebiasaan yang baik).43 Kata ‘urf secara etimologi berarti 
“sesuatu yang dikenal baik dan diterima oleh akal sehat.44 
Adapun dari segi terminologi, kata ‘urf mengandung makna: 
اVH هدVLاورV\V^Yا STv S FH KXiVش eW^X عا\vرVT vاوا  طا
 ^TH i KVj صV£ KfYlXردVLN£وy¤iYا هVz^K  
Artinya: “Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka 
mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer 
diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka 
kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian 
etimologi dan ketika mendengar kata itu mereka tidak 
memahaminya dalam pengertian lain.” 
Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf 
dengan adat, maka ‘urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling 
pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa shighot 
yang diucapakan.45 
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‘Urf dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat 
sebagai berikut:46 
a. Adat atau ‘urf itu mengandung mashlahah dan dapat diterima oleh 
akal, dan dapat dterima secara umum. 
b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara’. 
2. Pembagian ‘Urf 
Ditinjau dari segi jangkauannya, ‘urf dapat dibagi dua, yaitu 
‘urf al-‘Amm dan ‘urf al-Khashsh. 
1. ‘Urf al-Amm 
Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi 
sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. 
2. ‘Urf al-Khashsh  
Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu 
masyarakat tertentu, atau wilayah itu saja. 
Apabila ditinjau dari segi keabsahan, al-‘urf dapat dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu: 
a. ‘Urf ash-Shahihah 
Yaitu ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak 
bertentangan dengan syara’.47 Sesuatu hal baik yang menjadi 
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47 Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, cet. ke-





kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak menghalalkan yang 
haram dan tidak pula bertentangan dengan dalil syara’. 
‘Urf dapat dikatakan shahih apabila memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
a) Tidak bertentangan dengan dalil syara’, seperti al-Qur’an 
dan hadis. 
b) Tidak bertentangan dengan norma agama, sopan satun, dan 
budaya yang luhur. 
c) Tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal. 
d) Dan tidak membatalkan yang wajib. 
b. ‘Urf al-Fasidah 
Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan 
dengan ketentuan dan dalil-dalil syara’. Sebalik dari ‘urf al-
Shahihah maka adat kebiasaan yang salah adalah yang 
mengahalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang 
halal. 
Yang termasuk ke dalam ‘urf fasid apabila memiliki ciri-
ciri sebagai berikut: 
a) Bertentangan dengan dalil syara’, seperti al-Qur’an dan 
hadis. 
b) Menghalalkan yang haram. 





d) Bertentangan dengan sopan satun, norma agama, dan 
budaya yang luhur. 
3. Kedudukan ‘urf  sebagai dalil syara’ 
Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas 
argumen-argumen berikut ini:48 
a. Firman Allah Swt. Pada surah al-A’raf ayat 199, yang berbunyi: 
 FَXِiWِ ٰ¥َYۡٱ Fِَ ۡضlِَۡأَو ِفlۡTُYِۡٱ lۡHُۡأَو \َfۡTَYۡٱ ªِjُ 
Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang 
mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada 
orang-orang yang bodoh”.49 
Melalui ayat di atas Allah Swt. memerintahkan kaum 
muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf.  
b. Ucapan sahabat Rasulullah Saw. Abdullah bin Mas’ud: 
 ُzYا ُهآرVzَv َن\zُِi`zُYا ُهآَرVHََو Fُ َ` {َ ِاللهًْ^ ِ\َُWَv Vَ^ َ` {َ َن\zُِi ْ`
 ٌءuَ ِاللهَ^ِ\َُWَv Vً­Xَ 
Artinya: “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah 
baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk 
maka ia buruk di sisi Allah”. 
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Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi 
redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-
kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang 
sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam, adalah juga 
merupakan suatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang 
bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, 
akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan 
sehari-hari.  
Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf di atas sebagai dalil 
hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyah 
merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf, antara lain 
berbunyi:50 
 َTYاV َد ُة  ُH َ® َّ_ َz ٌy  
Artinya: “adat kebiasaan bisa menjadi hukum” 
 َّ¯Yا ُq V  ِ ْY V ُT ْl ِف  َث ِ V ُq  َ ِY ْX َش S ْl ِu  
Artinya: “yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku 
berdasarkan dalil syara’.” 
 َّ¯Yا ُq V  ِ ْY V ُT ِفl  َّ¯Y V ِ V ِq  ِ َّ^Y V ِ±  






Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku 
berdasarkan nashsh” 
 ُ ُّS  َH َو V َر َد ِ ِK  َّYا ِعl  ُH ْ َi َp َوV £َ َ ِV َY ² ُK  ِv ِKX  َو £َ ِv ُّiYا u َ¤ ِy  َN ْl ِU ُ  ِv ِKX 
 ِإَY  ُTYا ْl ِف  
Artinya: “semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak 
ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada 
pembatasan dari segi kebahasaan, maka 
pemberlakuannya dirujukkan ke ‘urf.” 
D. Metode Penemuan Hukum Dengan Pendekatan Tujuan Hukum 
(Muqashid asy-syari’ah) 
1. Pengertian al-Maslahah 
Dilihat dari segi lafalnya, kata al-maslahah adalah kata bahasa 
Arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya 
adalah al-mashalih. Dilihat dari segi lafalnya, kata al-maslahah 
setimbang dengan maf’alah dari kata ash-shalah. Kata tersebut 
mengandung makna: 
 َّYا ُن\ْَ³ّYا sَِYَذ ُداlَُN VHَ µِ َ` ®َِ yَِiHِVَ yَِ­Xَْھ i ِء uْ ُءuْ  
“ Keadaan sesuatu dalam keadaanya yang sempurna, ditinjau dari 
segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya”
51 
                                                          





 Adapun dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat 
dua pengertian, yaitu ‘urf dan syara’. Menurut ‘urf, yang dimaksud 
dengan maslahah adalah: 
 ِfَّْ^Yاو ِح  َّYا Yإ ىّد¹zُYا µَُ`َّ Yا 
“ Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat”  
Sedangkan pengertian maslahah secara syar’i ialah: 
 ِرV َّYا ِد\ْُpْHَ َYإ ىّد¹َzُYا µَُ`َّ Yا ًةَدVَ َْوأ ًةَدVَِ ِع  
“ Sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-
syar’i, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun 
muamalah (al-adat)” 
  Ulama ushul fiqh mengemukakan pengertian terminologi 
maslahah dalam beberapa defenisi dan uraian, yang satu sama lain 
memiliki persamaan-persamaan. Defenisi-defenisi tersebut antara 
lain: 
Imam al-Ghazali mengemukakan penjelasan sebagai berikut: 
“ Pada dasarnya al-maslahah ialah, sesuatu gambaran dari 
meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan 
itu yang kami maksud, sebab meraih manfaat dan menghindarkan 
kemudharatan tersebut alah tujuan dan kemaslahatan manusia 
dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-
maslahah ialah memelihara tujuan-tujuan syara’.” 
  Uraian al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa al-maslahah 





kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’, yaitu: 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
  Defenisi-defenisi yang diuraikan di atas menunjukkan 
beberapa persamaan yaitu, sebagai berikut:52 
a. Al-mashlahah dalam pengertian syara’ tidak boleh didasarkan 
atas keingin hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam 
ruang lingkup tujuan syari’at. Dengan kata lain, disyari’atkan 
adanya kaitan antara al-mashlahah dan tujuan syar’i. 
b. Pengertian al-mashlahah mengandung dua unsur yaitu, meraih 
manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Dalam hal ini, 
defenisi yang dibuat al-Khawarizmi sudah secara inklusif 
mengandung pengertian tersebut. 
2. Jenis-jenis al-Maslahah 
a. Ditinjau dari tingkat kekuatan al-Maslahah 
Imam asy-Syatibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat 
menyimpulkan bahwa Allah Swt. menetapkan berbagai ketentuan 
syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia 
( adh-dharuriyyah al-khams ), yang biasa disebut dengan al-
maqashid asy-syar’iyyah ( tujuan-tujuan syara’). Sedangkan al-
Ghazali mengistilahkannya dengan al-ushul al-khamsah (lima 
dasar). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta. 
                                                          





b. Ditinjau dari segi pemeliharaan al-Maslahah53 
1) al-Mashlahah adh-Dharuriyyah ( kemashlahatan primer) 
al-Mashlahah adh-Dharuriyyah ialah kemashlahatan 
memelihara kelima unsur pokok di atas yang keberadaannya 
bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya 
pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan 
keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. 
Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka akan timbul kekacauan 
dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Akibat 
lanjutan dari hal itu adalah, mereka akan kehilangan 
keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. 
2) al-mashlahah al-Hajiyyah ( kemashlahatan sekunder) 
al-mashlahah al-Hajiyyah yaitu sesuatu yang diperlukan 
seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan 
menghilangkan kesulitan dalam rangka memlihara lima unsur 
pokok di atas. Dengan kata lain, jika tingkat kemashlahatan 
sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan 
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. 
3) al-mashlahah at-Tahsiniyyah ( kemashlahatan tersier) 
al-mashlahah at-Tahsiniyyah, yaitu memelihara kelima unsur 
pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal 
yang pantas dan layak dari kebiasaan hidup yang baik, serta 






menghindarkan sesuatu pandangan sebaliknya oleh akal yang 
sehat. Hal-hal ini mencakup dalam pengertian akhlak mulia 
(makarim al-akhlaq). Apabila kemashlahatan tersier tidak 
tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan 
memlihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang 
menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf 




KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Pelaksanaan Lompek Paga Terhadap Peraturan Nagari Situjuah 
Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 Tentang Jasa 
Pengurusan Administrasi Pada Masyarakat Adat Jorong Padang 
Kuniang 
Pada pelaksanaan pernikahan pada masyarakat adat Jorong Padang 
Kuniang, calon mempelai laki-laki yang berada di luar wilayah jorong 
Padang Kuniang yang akan menikahi perempuan yang berada di 
wilayah Jorong Padang Kuniang wajib membayar uang lompek paga, 
sebagaimana ketentuannya dalam Peraturan Nagari Situjuah Gadang 
Nomor 5 Tahun 2017 uraian Nomor 22. 
2. Pelaksanaan Lompek Paga terhadap Peraturan Nagari Situjuah 
Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian Nomor 22 Tentang Jasa 
Pengurusan Administrasi Pada Masyarakat Adat Jorong Padang 
Kuniang, jika ditinjau dengan hukum Islam maka termasuk ke dalam 
kategori ‘urf shahih karena pelaksanaan lompek paga ini tidak 
bertentang dengan hukum Islam dan banyak menimbulkan maslahah 
bagi masyarakat setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum 






Setelah mengakhiri permasalahan ini, penulis ingin menyampaikan 
saran-saran sebagaimana yang akan penulis sampaikan di bawah ini, 
semoga bermanfaat: 
1. Pelaksanaan pembayaran uang lompek paga ini sangat perlu dijaga, 
dilestarikan dan dipertahankan, karena mangingat bahwa tradisi ini 
warisan bagi masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Jorong 
Padang Kuniang dan banyak menimbulkan maslahah bagi masyarakat 
setempat. Dan juga diharapkan kepada masyarakat yang ikut 
melaksanakan pembayaran uang lompek paga ini hendaknya 
mengetahui bagaimana hukum lompek paga menurut hukum Islam 
dan apa alasan dibenarkannya tradisi ini menurut syari’at. 
2. Diharapkan kepada petugas kantor Wali Nagari untuk mempertegas 
masyarakat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. 
DAFTAR PUSTAKA 
DAFTAR BACAAN 
Abdurrahman.  Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Jakarta. Akademi Pressindo. 
1992. cet. ke-1 
Alhamdani. Risalah Nikah. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta. Pustaka Amani. 
1989. cet. ke-1 
Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. Syarah Bulughul Maram. Jakarta. 
Pustaka Azzam. 2006.  cet. ke-1 
Al-Jazairi, Abu Bakr. Ensiklopedia Muslim. Jakarta. Darul Falah. 2002. cet. ke-4 
Anwar, Chairul. Hukum Adat Di Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau. 
Jakarta. Rineka. 2010. cet. ke-1 
Azni. Ilmu Fiqh Dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis Dan 
Kontemporer. 2002. cet. ke-1 
Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqih Munakahat. Jakarta. Balai Pustaka. 2010. 
cet. ke-1 
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jakarta. Gema Insani. 2011. cet. 
ke-10 
Dahlan, Rahman.  Ushul Fiqh. Jakarta. Amzah. 2010. cet ke-1 
Departemen Agama Islam RI. al-Qur’an dan Terjemahan. Jakarta. CV. Nala 
Dana. 2007 
Effendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta. Kencana. 2009. cet. ke-3 
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta. Kecana. 2003. cet. ke-1 
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, 
Hukum Adat, dan Hukum Agama. Bandung. Mandar Maju. 2007. cet. ke-
1 
Hertomo. Ilmu Sosial Dasar. Jakata. Bumi Aksara. 2001. cet. ke-1 
Junaedi, Dedi. Bimbingan Perkawinan. Jakarta. Akademi Presindo. 2003. cet. ke-
2 
Kallaf, abdul wahhab. Kaidah-kaidah Hukum Islam. Jakarta. PT. RajaGrafindo 
Persada. 1996. cet. ke-6 
Kastulani. Hukum Adat. Pekanbaru. Suska Press. 2013. cet. ke-1 
Rasyid, Sulaiman. Fiqh islam. Bandung. Sinar Baru Algensido. 2010. cet. ke-45 
Ramulyo. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta. Bumi Aksara. 1996.  cet. ke-1 
Rifa’i, Mohd.  Fiqh Islam Lengkap. Semarang. Toha Putra. 1978. cet. ke-1 
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta. PT. Grafindo Persada. 1998. 
cet. ke-3 
Shidiq, Sapiusin. Ushul Fiqh. Jakarta. Kencana. 2011. cet. ke-1 
Sudaryono. Metodologi Penelitian. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2017. cet. 
ke-1 
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta. 2014. cet. ke-10 
Suharso, Ana Retno Ningsih. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang. Widya 
Karya. 2008. cet. ke-8 
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh 
Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta. Kencana. 2006. 
cet. ke-3 
Tihami. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta. PT. Raja 
Grafindo. 2010. cet. ke-2 
Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974. Jogjakarta. Laksana. 201. cet. 
ke-1 
Wignjodipoero, Soerojo. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta. 
Sabdodadi. 1987. cet. ke-1 
Yaswirman. Hukum Keluarga: Karakteristik dan Aspek Dokrin Islam dan Adat 
Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Jakarta. PT. Grafindo 
Persada. 2013. cet. ke-2 
Zein, Nurhayati. Fiqih Munakahat. Pekanbaru. CV.  Mutiara Pesisir Sumatra. 
2015. cet. ke-1 
 
WAWANCARA 
Ade Kurnia. Mempelai Laki-laki. wawancara. Jorong Padang Kuniang. 2019 
Abdul Rahman. Mempelai Laki-laki. wawancara. Jorong Sikabu Padang 
Kuniang. 2019 
Angga Saputra. Mempelai Laki-laki. wawancara. Jorong Padang Kuniang. 2019 
Arwendy. Mempelai Laki-laki. wawancara. Jorong Sikabu Padang Kuniang. 2019 
Dadang. Mempelai Laki-laki. wawancara. Jorong Padang Kuniang. 2019 
Heri Setiawan. Mempelai Laki-laki. wawancara. Jorong Subarang Tabek, 2019 
Hitam, Datuak Tungga Nan. Tokoh Adat Setempat, wawancara, Jorong Padang 
Kuniang, 2018 
 
Mulia, Rangkayo.  Tokoh Adat Setempat. wawancara. Jorong Padang Kuniang. 
2019 
Ondrizal. Wali Jorong Padang Kuniang, wawancara (via telepon). Jorong Padang 
Kuniang. 2018 
Putiah, Datuak Tungga.  Tokoh Adat Setempat. wawancara. Jorong Padang 
Kuniang, 2018 
 
Rusdi Efendy. Mempelai Laki-laki. wawancara. Jorong Padang Kuniang. 2019 
Sepri, Andri. 2018. Masyarakat Setempat, wawancara. Jorong Padang Kuniang, 
Yudi Pratama. Mempelai Laki-laki. wawancara. Jorong Padang Kuniang. 2019 
Zulfadli. Mempelai Laki-laki. wawancara. Jorong Padang Kuniang. 2019 
DAFTAR PERTANYAAN 
Kepala Kantor Wali Nagari 
1. Bagaimana pelaksanaan tradisi lompek paga di Nagari Jorong Padang 
Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari 
ini? 
2. Apakah pembayaran lompek paga ini wajib di bayar oleh calon mempelai 
laki-laki? 
3. Apa sanksi yang akan diberikan kepada calon mempelai laki-laki tersebut 
jika enggan membayar uang lompek paga? 
4. Bagaimana jika ada calon mempelai laki-laki tidak mampu membayar 
uang lompek paga yang sudah di tetapkan oleh Nagari tersebut? 
5. Setelah calon mempelai membayar uang lompek paga tersebut, 
kemanakah uang itu dikelola? 









1. Bagaimana tatacara pelaksanaan pernikahan di Jorong Padang Kuniang ini 
pada saat saudara melakukan pernikahan? 
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